
 

 

1 
 

 



 

 

2 
 

  



 

 

3 
 

  



 

 

4 
 

  



 

 

i 
 

ABSTRAK 

Ronaldo Juneri (15042092) :Peran Pemerintah Kabupaten                               

Dharmasraya Dalam Memperbaiki 

Kerusakan Lahan Bekas Tambang 

Pembimbing : Adil Mubarak, S.IP., M.Si 

 

Permasalahan lingkungan hidup semakin marak terjadi di Indonesia. 

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama 

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu bentuk 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah lahan bekas tambang. Lahan 

bekas tambang merupakan lahan kritis yang tidak subur dan harus segera 

diperbaiki. Kabupaten Dharmasraya mempunyai lahan kritis seluas 4.144 hektar. 

Peran dan upaya pemerintah Kabupaten Dharmasraya sangat diperlukan untuk 

perbaikan kerusakan lahan bekas tambang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan kendala pemerintah 

Kabupaten Dharmasraya dalam memperbaiki kerusakan lahan bekas tambang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik informan 

menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data wawancara, 

observasi lapangan dan studi dokumentasi.  

Hasil penelitian ini, perbaikan lahan bekas tambang di Kabupaten 

Dharmasraya hanya dilakukan di kawasan sungai Nyunyo nagari Tebing Tinggi. 

Upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah reklamasi, ameliorasi, penanaman, 

pemeliharaan dan pemanfaat lahan. Sedangkan kendala dalam perbaikan lahan 

bekas tambang adalah minimnya anggaran, sumber daya manusia yang kurang 

ahli, sarana dan prasarana yang belum lengkap serta kurangnya partisipasi 

masyarakat. 

 

Kata kunci: peran, pemerintah daerah, perbaikan, lahan bekas tambang  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan potensi yang sangat besar, jumlah 

penduduk yang mencapai 267 juta jiwa menjadikan Indonesia berada pada 

peringkat ke 4 sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Sebagai 

negara berkembang penduduk Indonesia masih bergantung kepada sumber daya 

alam. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, 

perkebunan, pertambangan, nelayan, pedagang, buruh, dan sebagainya. 

Jumlah penduduk yang banyak dan ekploitasi alam yang berlebihan akan 

berdampak buruk pada lingkungan hidup. Sektor pertanian, perkebunan dan 

pertambangan memiliki dampak yang buruk terhadap kelangsungan lingkungan 

hidup apabila tidak di kelola dengan baik. Kerusakan lingkungan hidup banyak 

terjadi di hutan, penyebab kerusakan tersebut adalah penebangan pohon liar, 

kebakaran hutan, alih fungsi hutan dan pertambangan emas tanpa izin (PETI). 

Menurut kementerian lingkungan hidup dan kehutanan total luas hutan di 

Indonesia mencapai 124 juta hektar. Namun sejak 2010 sampai 2015, Indonesia 

menempati urutan kedua tertinggi kehilangan luas hutannya yang mencapai 

684.000 hektar setiap tahunnya.        

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

kerusakan lingkungan umumnya terjadi pada lahan akses terbuka. Lahan akses 

terbuka adalah lahan yang memiliki akses secara terbuka bagi pihak lain untuk 

memanfaatkan secara ilegal, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. Akses terbuka terjadi karena pengawasan yang tidak 
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memadai atau bahkan adanya pembiaran dari berbagai pihak. Salah satu 

pemanfaatan lahan akses terbuka adalah untuk kegiatan pertambangan emas tanpa 

izin (PETI). Terdapat ribuan lokasi pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan 

melibatkan sekitar 2 (dua) juta penambang (menlh.go.id) 

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) akan berdampak pada kerusakan 

lingkungan dan bertambahnya jumlah lahan kritis. Luas lahan kritis di Indonesia 

mencapai 14 juta hektar. Menurut direktur jenderal pengendalian daerah aliran 

sungai dan hutan lindung (PDASHL) Ida Bagus Putera Prathama kemampuan 

pemerintah untuk merehabilitasi lahan hanya 500.700 hektar. Lahan kritis tersebar 

di seluruh wilayah Indonesia (CNN Indonesia). 

Bertambahnya kerusakan hutan dan banyaknya lahan kritis akan berdampak 

buruk pada kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Dampak itu dapat berupa 

penurunan kualitas lingkungan hidup, hilangnya mata pencaharian dan penurunan 

kualitas kesehatan. Menurut pasal 28h ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 

dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. Pada pasal 5 undang-undang nomor 18 tahun 

2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dijelaskan bahwa 

pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan 

perusakan hutan.   

Dharmasraya merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto 

Sijunjung yang lahir pada tanggal 7 Januari 2004 yang terletak di perbatasan 

Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi. Sumber penghidupan masyarakat 

Kabupaten Dharmasraya pada umumnya berasal dari alam. Penghasilan utama 
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masyarakat adalah dari sektor perkebunan kelapa sawit, karet, sawah, tambang 

batubara, tambang emas, perdagangan, konstruksi, jasa, dan sebagainya 

(dharmasrayakab.go.id). 

Potensi alam berlimpah yang dimiliki Kabupaten Dharmasraya harus dikelola 

dengan optimal dengan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan 

hidup. Ekploitasi alam secara berlebihan akan memberikan dampak buruk 

terhadap lingkungan hidup. Sektor perkebunan dan pertanian tidak memberikan 

dampak kerusakan yang besar terhadap lingkungan hidup. Sedangkan sektor 

pertambangan akan memberikan dampak kerusakan terhadap lingkungan hidup 

baik dampak yang kecil maupun besar.  

Salah satu pertambangan emas rakyat tanpa izin yang terdapat di Kabupaten 

Dharmasraya adalah di kawasan Sungai Nyunyo Kenagarian Tebing Tinggi 

Kecamatan Pulau Punjung. Pertambangan emas di kawasan Sungai Nyunyo 

merupakan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang telah ada sejak tahun 2005 

sampai tahun 2016 dengan para pekerjanya dari luar daerah sementara pemilik 

tambangnya merupakan warga setempat. Aktivitas pertambangan dilakukan setiap 

hari di sepanjang aliran sungai nyunyo yang menimbulkan kerusakan lahan dan 

pencemaran air sungai. Upaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah kabupaten 

hanya berupa penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan 

oleh polisi resor Kabupaten Dharmasraya, sedangkan upaya untuk memperbaiki 

kerusakan lahan bekas tambang belum ada dilakukan (wawancara dengan 

sekretaris nagari Tebing Tinggi). Pertambangan emas tanpa izin yang terjadi 

tersebut memberikan dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar. Lahan 

http://dharmasrayakab.go.id/
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yang mengalami kerusakan akibat pertambangan luasnya mencapai 300 hektar 

(sumbar.antaranews.com, 28 Februari 2017).  

Selain di kawasan Sungai Nyunyo, kerusakan pada lahan bekas tambang juga 

banyak terdapat di kenagarian Sikabau. Ada beberapa titik pertambangan emas 

rakyat tanpa izin di Nagari Sikabau, yaitu di kawasan sungai Asam, kawasan 

sungai Palangko, dan kawasan sungai Samiluan. Jumlah lahan yang rusak akibat 

tambang emas rakyat tanpa izin mencapai 50 hektar (observasi lapangan). 

Kerusakan lahan bekas tambang emas rakyat tanpa izin juga terdapat di kawasan 

lain seperti kawasan rawa Jengkol kecamatan Pulau Punjung, Kawasan bukit 

Gading dan kawasan Aur Jaya di Kecamatan Koto Baru, serta kawasan sungai 

Rotan kecamatan Sitiung (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya). 

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat tambang emas rakyat tanpa izin 

seperti kerusakan hutan, pencemaran air sungai yang berdampak pada hilangnya 

sumber air bersih, terbentuknya kolam-kolam bekas tambang yang 

membahayakan bagi makhluk hidup, serta tingginya kandungan merkuri yang 

membuat lahan menjadi kritis dan semakin tidak produktif bahkan tidak dapat 

dimanfaatkan. Kerusakan-kerusakan yang telah terjadi apabila tidak segera 

diperbaiki maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti 

hilangnya mata pencarian masyarakat, longsor, banjir bandang, krisis air bersih 

dan wabah penyakit. 

Jumlah lahan kritis di kabupaten Dharmasraya sangatlah luas. Salah satu 

bentuk lahan kritis adalah lahan bekas tambang emas rakyat tanpa izin. Ekyastuti, 

dkk (2018:16) lahan tailing bekas tambang emas merupakan lahan kritis dengan 

berbagai kekurangan yaitu: miskin unsur hara, tidak ada top soil dan bahan 
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organik, struktur tanahnya didominasi oleh fraksi pasir, rawan erosi dan tercemar 

logam berat merkuri.  

Menurut data status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kabupaten 

Dharmasraya jumlah lahan kritis di Kabupaten Dharmasraya seluas 4.144 hektar. 

Lahan tersebut terbagi menjadi 2.936 hektar dengan status lahan kritis dan 1.208 

hektar dengan status lahan sangat kritis. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 

kecamatan Sitiung mempunyai lahan kritis paling luas yaitu 1.342 hektar dan 

kecamatan Pulau Punjung merupakan daerah yang mempunyai lahan sangat kritis 

terluas dengan luas 789 hektar. Hanya Kecamatan Sungai Rumbai yang tidak 

mempunyai lahan kritis dan lahan sangat kritis di Kabupaten Dharmasraya (Status 

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya). Agar lebih mudah dipahami 

dapat dilihat pada gambar 1.1 mengenai luas lahan kritis di kabupaten 

Dharmasraya di bawah ini:  

Gambar 1.1 

Luas Lahan Kritis  

di Kabupaten Dharmasraya 

 

 
   Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya 
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Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya yang di 

ambil melalui google eart pada bulan Juli 2019 luas lahan bekas tambang di 

Kabupaten Dharmasraya mencapai 1.357,6 hektar yang tersebar hampir di seluruh 

kecamatan. Hanya kecamatan Timpeh dan Tiumang yang tidak mempunyai lahan 

bekas tambang. Sedangkan kecamatan Pulau Punjung menjadi daerah yang 

mempunyai  lahan bekas tambang terluas yaitu 795,53 hektar. Kecamatan Koto 

Besar seluas 177,2 hektar. Kecamatan Asam Jujuhan 139,84 hektar.  Kecamatan 

Sitiung 135, 36 hektar. Kecamatan Koto Baru 75,86 hektar. Kecamatan IX Koto 

27,29 hektar. Kecamatan Padang Laweh 5,05 hektar. Kecamatan Koto Salak 2,39 

hektar dan kecamatan Sungai Rumbai 1,18 hektar. Lebih jelasnya luas lahan 

bekas tambang di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 

Luas Lahan Bekas Tambang 

di Kabupaten Dharmasraya 

No Kecamatan 

Luas Daerah  

Kecamatan 

(KM²) 

 

Luas Daerah 

Kecamatan 

(Ha) 

Luas Lahan 

Bekas 

Tambang (Ha) 

1 Padang Laweh 60.62 6062 5,05 

2 Koto Baru 221.20 22120 75.86 

3 Sungai Rumbai 51.06 5106 1.18 

4 Koto Salak 121.45 12145 2.39 

5 Pulau Punjung 443.16 44316 795.53 

6 Timpeh 323.01 32301 Tidak ada 

7 Tiumang 134.43 13443 Tidak ada 

8 Koto Besar 560.57 56057 177,2 

9 IX Koto 500.50 50050 27,29 

10 Asam Jujuhan 485.41 48541 139,84 

11 Sitiung  124.57 12457 135,36 

Total Keseluruhan 3025.98 302598 1359.7 Ha 

  Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya 

Permasalahan lahan kritis di Kabupaten Dharmasraya yang salah satu 

bentuknya adalah lahan bekas tambang emas rakyat tanpa izin merupakan 
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permasalahan lingkungan hidup yang harus segera di perbaiki dan menjadi 

tanggung jawab pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Menurut pasal 13 ayat 3 

undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan 

oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing. 

Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup, pada Pasal 3 huruf e Peraturan Daerah 

Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 menyebutkan 

bahwa pengembangan potensi pertambangan kabupaten dengan tetap 

mempertahankan kualitas lingkungan.  

Sejalan dengan itu Bupati Kabupaten Dharmasraya Sutan Riska Tuanku 

Kerajaan mempunyai misi memelihara kualitas lingkungan hidup Kabupaten 

Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Mempertegas 

visi Bupati, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya memiliki tujuan 

penghijauan lahan kritis, pelestarian keanekaragaman hayati dan pengendalian 

pencemaran lingkungan (rencana pembangunan jangka menengah daerah 

Kabupaten Dharmasraya 2016-2021)      

Berangkat dari masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Peran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam Memperbaiki  

Kerusakan Lahan Bekas Tambang” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa  

masalah sebagai berikut: 

1. Minimnya upaya pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk memperbaiki 

kerusakan lahan bekas tambang emas rakyat tanpa izin 

2. Kerusakan lingkungan yang besar akibat pertambangan emas rakyat tanpa 

izin yang menimbulkan masalah baru bagi kehidupan masyarakat 

3. Tercemarnya banyak aliran sungai yang mengganggu kehidupan 

masyarakat 

4. Luasnya lahan yang tidak dapat berfungsi kembali akibat dari 

pertambangan emas rakyat tanpa izin (PETI) 

5. Banyak lahan tidak bisa ditanami dengan tanaman pangan karena 

kandungan merkuri yang tinggi  pada daerah lahan bekas tambang emas 

rakyat tanpa izin 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, peneliti akan membatasi masalah pada peran dan  upaya 

pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memperbaiki kerusakan lahan bekas 

tambang.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya 

dalam memperbaiki kerusakan lahan bekas tambang? 
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2. Apa faktor-faktor penghambat pemerintah Kabupaten Dharmasraya 

dalam memperbaiki kerusakan lahan bekas tambang? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Dharmasraya dalam memperbaiki kerusakan lahan bekas tambang 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat Pemerintah Kabupaten 

Dharmasraya dalam memperbaiki kerusakan lahan bekas tambang 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitia ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Maanfaat Teoritis 

Untuk pengembangan keilmuan pada jurusan ilmu administrasi negara 

terutama terkait mata kuliah administrasi kependudukan dan lingkungan 

hidup serta mata kuliah sistem pemerintahan daerah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah, dapat menjadi masukan untuk membuat kebijakan 

yang berkaitan dengan pertambangan dan lahan bekas tambang. 

b. Bagi masyarakat, dapat memanfaatkan kembali lahan bekas tambang 

untuk hal-hal yang lebih produktif. 
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